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Obama's Twitter site hacked?

Hey therel BarackObama is using
Twitter.
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Aksi Peretas Akun Jejaring Sosial (Bagian 2)

Presiden Obama Tawarkan Kupon BBM Gratis

ada 5 Januari 2009, sebuah
P pesan muncul di akun jejaring

twitter milik Presiden Amerika
Serikat Barack Obama. “Apa penda-
pat Anda tentang Barack Obama?
Tkuti survei ini, siapa tahu Anda men-
dapat hadiah 500 dolar AS dalam
bentuk kupon gratis BBM.”

Di belakang pesan itu ada alamat
http://tinyurl.com/9evnle yang ketika
diklik akan membuka laman suatu
perusahaan survei www.e-research-
center.us.com yang bertajuk, ‘Ada
Imbalan Bagi Pengakses Survei

Kami’.
mes

trending

Dalam hitungan detik, pesan ini
langsung dibaca oleh 155.028 peng-
ikut Obama saat itu. Maklum, inilah
‘twit’ pertama Obama sejak ia dino-
batkan menjadi pemenang Pemilu
Presiden AS pada 5 November 2008.

Tak diketahui berapa banyak fol-
lowers Obama yang sudah terjebak
iklan nekat di akun presiden negara

paling berpengaruh di dunia itu. Na-
mun, beberapa menit kemudian, pesan
ini terhapus dan laman twitter Obama
kembali ke sedia kala.

Peristiwanya ternyata tak berhen-
ti sampai di situ. Diam-diam, Biro
Penyelidikan Federal AS (FBI) turun
tangan mengejar siapa peretas
(hacker) di balik serangan ini.

Penyelidikan membawa hasil ke-
tika Juli 2009, FBI mengontak Ke-
polisian Prancis terkait beberapa ke-
mungkinan identitas si peretas.

Bersambung ke him 11 kol 1-2
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JAKARTA LUMPUH

Menurut BMKG curah
hujan tidak ekstrem.

JAKARTA — Cukup hujan deras
tiga jam untuk membuat DKI Jakarta
lumpuh akibat banjir dan macet me-
ngular di mana-mana, Senin (25/10).
Jutaan penduduk Jakarta dan seki-
tarnya dibuat kesal karena perjalanan
pulang mereka terhambat.

Berdasarkan pantauan Traffic
Management Center Polda Metro Jaya,
hingga pukul 23.00 WIB sejumlah ruas
utama Jakarta masih macet parah. Di
ruas utama Jalan Jenderal Sudirman,
genangan air mencapai 50 cm mem-
buat lalu lintas terkunci dan ken-
daraan berhenti. Jalan Gatot Subroto
menuju Grogol juga sempat lumpuh.

Kondisi serupa terjadi di Jalan
Rasuna Said Kuningan dan Jalan MT
Haryono arah Cawang. Ruas Kali-
malang-Bekasi tersendat di beberapa
titik. Di Pasar Minggu arah Kalibata
arus lalu lintas macet total membuat
penumpang angkutan berjalan kaki
berkilo-kilometer.

Sejumlah ruas tol seperti arah Be-
kasi, Merak, Cawang, dan Tanjung
Priok juga macet karena arus lalu
lintas menumpuk di pintu keluar.
Bahkan, tol Bumi Serpong Damai ter-
paksa ditutup sementara karena
genangan yang membahayakan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro

Jaya Komisaris Besar Condro Kirono, 1.
mengakui kemacetan dipicu hujan
deras sehingga air tidak mampu dita-

mpung drainase.

Juru bicara Gubernur DKI Jakarta

Kemacetan di Jalan
Matraman Raya,
Jakpus.

2&4. Banjir di ruas Warung
Buncit Raya, Jaksel.

Cucu Ahmad Kurnia mengatakan,
sistem drainase Jakarta tidak disiap-
kan untuk menghadapi curah hujan
ekstrem seperti yang terjadi kemarin.
Namun menurut Kepala Sub Bi-
dang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
BMKG Kukuh Ribudiyanto, curah
hujan di Jakarta kemarin tidak eks-
trem. “Memang lebat, sama seperti be-
berapa hari sebelumnya. Namun per-

sebaran hujannya lebih merata.”
M tim republika ed: stevy maradona

3. Pejalan kaki
menyusuri banjir di
kawasan SCBD Jalan
Sudirman, Jaksel.

'Jakarta Dikepung
Macet dan Banjir

Jalan Tol dan Rel
Kereta Lumpuh
—HIm11
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Warga Merapi
Mulai
Diungsikan

YOGYAKARTA — Sejak Senin (25/10)
pukul 06.00 WIB, status Gunung Merapi di
perbatasan DIY dan Jawa Tengah telah di-
tingkatkan dari siaga ke awas, level bahaya
tertinggi. Balai Penyelidikan dan Pengem-
bangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK)
Yogyakarta menetapkan wilayah radius 10
kilometer sekeliling puncak dikosongkan.
Seluruh warga termasuk hewan piaraan
harus diungsikan.

Dengan peningkatan status ini, 11.490
jiwa warga Sleman di tiga kecamatan yang
berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB)
I1I, yakni Turi, Cangkringan, dan Pakem,
mulai diungsikan. Begitu pula warga Ke-
camatan Srumbung, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah. Pemkab Sleman sudah mem-
bagikan 100 WC portabel ke 10 lokasi peng-
ungsian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan
lokasi penampungan pengungsi bagi 51 ribu
warga yang berdomisili di zona KRB III di
Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten.
Namun, sekitar 5.700 warga Klaten di em-
pat desa belum mengungsi. Jalur evakuasi
dari Desa Sidorejo dan Tegalmulyo menuju
lokasi pengungsian di Desa Dompol, Ke-
camatan Kemalang, Klaten, justru dipadati
truk pengangkut pasir. Truk pemburu pasir
Merapi di jalur sepanjang 3,5 kilometer itu
bertambah setelah ditutupnya penambang-
an pasir di Kali Gendol, Cangkringan,
Sleman, sejak Jumat (23/10).

Juru kunci Gunung Merapi Mbah Mari-
jan hingga kemarin masih bertahan di
rumahnya, Dusun Kinahrejo, Desa Kepuh
Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman.
Tempat tinggal Mbah Marijan hanya lima
kilometer dari puncak Merapi. Meski
demikian, dia meminta warga mengungsi
menuruti imbauan pemerintah. “Saya me-
minta warga sebaiknya mengikuti saran
pemerintah. Mau mengungsi ya monggo,”’
kata Mbah Marijan, kemarin.

Kepala BPPTK Yogyakarta Subandiyo
mengkhawatirkan letusan Gunung Merapi
kali ini akan bersifat eksplosif atau jauh
lebih kuat dari letusan sebelumnya. Karena,
sampai perkembangan aktivitas seismik
yang ditandai peningkatan signifikan
gempa multifase dan guguran lava, tidak
dibarengi munculnya titik api diam sebagai
pertanda magma yang keluar. Merapi
pernah meletus eksplosif pada 1930 dan
1931. Material letusan saat itu mencapai
radius 15 kilometer dari puncak Merapi.

Sudut deformasi atau kecembungan
Merapi saat ini memang mengarah ke se-
latan. Namun, itu tidak pasti mengindi-
kasikan arah letusan gunung tersebut ke
selatan. “Bisa juga ke arah barat,” kata
Subandiyo. M indra wisnu wardhana/my1/yulia-
ningsih/yoebal ganesha/bowo pribadi ed: rahmad budi harto
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Jakarta Banjir
Serahkan pada ahlinya

Oleh Prof Achmad Satori Ismail

Perjalanan
Keimanan

erabad-abad sebelum

Rasulullah diutus, Allah

memerintahkan Nabi lbrahim
menyeru manusia untuk berhaji
(QS Al-Hajj (22): 27-28). Beliau
melaksanakannya dan berdoa agar
semua hati manusia cenderung
dan rindu ke Tanah Haram (QS
Ibrahim (14): 37). Maka itu,
berbondong-bondonglah umat
Islam ke Tanah Suci untuk
memenuhi seruan ini.

Barangkali dari asal-usul pang-
gilan inilah banyak umat Islam
meminta dipanggil di Makkah,
khususnya di Jabal Qubais.
Padahal panggilannya sudah lama,
tapi sebagian umat tidak
memenuhi seruan ini karena tidak
mampu, lalai atau bahkan tuli disi-

hir gemerlapnya dunia.

Sejak seseorang mendaftar
haji, yang ada dalam niatnya
adalah keikhlasan dan kesiapan
berkorban demi mencari ridha
llahi. Ketika kuota diperolehnya, ia
mempersiapkan semua kebutuhan
selama ibadah haji.

Dia membekali dirinya dengan
ketakwaan. Belajar manasik dan
ilmu yang berkaitan dengan ibadah
harian yang wajib selama di per-
jalanan. Dia korbankan waktu,
harta, dan kepentingan dunianya
untuk menggapai haji mabrur.

Perjalanan haji adalah rihlah
(tour) keimanan. Saat keluar
rumah menuju ke Tanah Haram,
calon haji ini membaca, “bismil-
lahi tawakkaltu ‘ala Allah wa laa

haula wa laa quwwata illa billah.”
Ketika duduk di kendaraan pun
berdoa safar.

Dalam segala situasi dan kon-
disi ia pun senantiasa doa, zikir,
dan beribadah. Sungguh hebat
jamaah haji ini. Dia menjadi
hamba Allah yang terbaik. Semua
aspek hidupnya dijadikan ibadah
seperti yang diperintah Allah. (QS
Az-Zariyat (51):56).

Kala sampai migat, semua
tamu Allah berniat ihram dan
membaca talbiyah, yang artinya,
“Aku memenuhi panggilan-Mu ya
Allah, aku memenuhi panggilan-Mu
dan tiada sekutu bagi-Mu, aku
memenuhi panggilan-Mu. Sesung-
guhnya segala puji, kenikmatan
dan kerajaan hanyalah bagi-Mu,

dan tiada sekutu bagi-Mu.”

Jamaah yang mengumandang-
kannya berderai air mata kekhu-
syukan dan kebahagiaan sambil
mengharap ampunan. la sedang
menjadi hamba Allah yang utuh
karena sedang memenuhi panggil-
an-Nya dan menjadi tamu-Nya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah
RA, Rasulullah bersabda, “Orang-
orang yang sedang menunaikan
haji dan orang yang sedang
mengerjakan umrah merupakan
duta-duta/tamu-tamu Allah. Maka
itu, jika mereka memohon kepada-
Nya, pastilah dikabulkan, dan jika
mereka meminta ampun pastilah
diampuni-Nya.” (HR Ibnu Majah
hadis No 2883).

Sebagai tamu, seorang hamba

harus tahu diri terhadap yang
dikunjungi. Kita wajib mengikuti
semua peraturan Allah yang meng-
undang kita. Kita harus tahu
tatakrama sebagai tamu undang-
an-Nya. Selama dalam perjalanan
haji tidak boleh ada kesyirikan,
tidak melakukan rafats, fusuq,
dan jidal. Sebagai imbalannya,
kita diistimewakan sebagai tamu-
Nya. Sudah pasti Allah Yang
Maharahman dan Maharahim akan
mengampuni dosa-dosa kita,
mengabulkan semua doa dan per-
mohonan kita. Berapa pun biaya
dan pengorbanan yang kita
berikan untuk ibadah haji, tidaklah
seberapa bila dibandingkan
dengan keutamaan haji, ampunan,
dan anugerah-Nya. m
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SIKAPI
DEPONEERING

Pimpinan Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK), Bibit
Samad Riyanto
(tengah), bersama
Pimpinan KPK lainnya,
M Jasin (kiri), dan Juru
Bicara KPK Budi Johan
(kanan), bersiap
menggelar jumpa pers
di gedung KPK,
Jakarta, Senin
(25/10). Mereka
menyatakan siap
menerima segala kon-
sekuensi hukum
terkait rencana penye-
lesaian kasus Bibit -
Chandra dengan cara
deponeering .

A

ROSA PANGGABEAN/ANTARA

Kasus Bibit-Chandra Deponeering

Pengacara Anggo-
do menyatakan
akan gugat kejak-
saan bila lakukan
deponeering.

JAKARTA—Kejaksaan
Agung butuh waktu hampir
setahun sebelum akhirnya
menyampingkan perkara
demi kepentingan hukum
(deponeering) kasus Bibit-
Chandra. Pada 23 November
2009, Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono sudah me-
minta polisi dan jaksa agar
menghentikan kasus dugaan
pemerasan yang dilakukan
kedua wakil ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) ini.

“Dari hasil rapat pimpin-
an (Kejakgung), diputuskan
untuk mengambil sikap de-
poneering,” kata Jaksa
Agung Muda Pidana Khu-
sus, Amari, Senin (25/10).

Seperti diketahui, Mah-
kamah Agung tidak meneri-
ma permohonan Peninjauan
Kembali (PK) perkara Bibit-

Chandra yang diajukan oleh
Kejakgung. Amar putusan
PK itu bernomor 152 PK/-
Pid/2010 tertanggal 7 Okto-
ber 2010. Permohonan PK
ini terkait putusan prapera-
dilan atas diterbitkannya
Surat Ketetapan Penghenti-
an Perkara (SKPP)

Bibit-Chandra. Penggu-
gat SKPP itu adalah Anggo-
do Widjojo, adik kandung
dari tersangka dugaan ko-
rupsi pada Sistem Komuni-
kasi Radio Terpadu (SKRT)
di Kementerian Kehutanan,
Anggoro Widjojo.

Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejakgung Babul
Khoir mengatakan sudah
menerima putusan PK terse-
but sejak Sabtu (23/10). Se-
nin pagi, Pelaksana Tugas
Jaksa Agung Darmono ber-
sama dengan Jaksa Agung
Muda dan staf ahli memba-
has dua opsi sikap, yaitu me-
limpahkan perkara ke penga-
dilan atau mengenyamping-
kan pekara atau asas opor-
tunitas (deponeering).

Amari menambahkan,
ketetapan soal deponeering
akan dikeluarkan sepekan
lagi. “Dalam satu pekan ini,
kita akan menerbitkan surat

deponeering.”

Menanggapi sikap Kejak-
gung, KPK menyatakan siap
menerima segala konsekuen-
si hukum yang diambil Ke-
jakgung. “KPK menunggu
apa pun putusan dari kejak-
saan. Jika deponeering dan
itu yang akan dipilih, kita
tunggu keputusan resminya,”
jelas Wakil Ketua KPK Bi-
dang Pencegahan M Jasin.

Sikap pasrah tersebut
lantaran berlanjutnya proses
hukum praperadilan dugaan
pemerasan oleh kedua pim-
pinan KPK, Bibit Samad
Rianto dan Chandra M
Hamzah.

“Dalam pembukaan re-
kaman sadapan di Mahka-
mah Konstitusi jelas, terang
benderang, kasus ini rekaya-
sa. Dari hakim kasus Ang-
godo, buktinya tak bisa di-
hadirkan. Faktanya tak ter-
bukti. Apanya yang mau di-
proses?” papar Jasin.

Senada dengan Jasin,
Wakil Ketua KPK Bidang
Penindakan Bibit Samad
Rianto mengatakan siap me-
meriksa aparat hukum yang
menghambat penyidikan
kasus dugaan penyuapan
oleh Anggodo Widjojo.

“Proses penegakan hu-
kum tak seperti buang air.
Ada proses, perlu alat bukti.
Kita mulai dari simpul
terkecil sampai yang besar.
Kalau Bibit berani (me-
manggil BHD dan Hendar-
man—Red), wes kadung ya
opo rek (sudah telanjur, ba-
gaimana lagi),” ujar Bibit.

Secara khusus, Bibit ke-
mudian menyoroti sikap
Polri dan kejaksaan yang
terkesan berbelit-belit da-
lam pencarian alat bukti
rekaman dugaan pemerasan.
Apalagi, informasi rekaman
ini diajukan oleh mantan
kapolri Jenderal Bambang
Hendarso Danuri dan man-
tan jaksa agung Hendarman
Supandji ternyata tak bisa
dibuktikan.

Darmono membantah
Namun, berbeda dengan
Amari, Pelaksana Tugas (Plt)
Jaksa Agung Darmono malah
mengatakan belum mengam-
bil sikap. “Jadi, sampai de-
ngan hari ini, kita belum
mengambil keputusan seperti
itu (deponeering),” jelas Dar-
mono. Dia mengatakan, Ke-
jaksaan Agung baru meng-
ambil sikap jika tim evaluasi

yang dipimpin Amari terse-
but sudah bekerja setelah
satu pekan.

Tentang keterangan
Amari bahwa sikap yang
diambil adalah deponeering,
Darmono menilai bahwa
sikap koleganya itu terburu-
buru.

Seharusnya, ujar Dar-
mono, tim evaluasi yang di-
pimpin Amari mengevaluasi
dan mendengar saran terle-
bih dahulu sebelum membe-
rikan pernyataan sikap.
Darmono mengaku telah
menegur Amari terkait de-
ngan pernyataan tersebut.

Sementara itu, pengacara
Anggodo Widjojo, Raja Bo-
naran Situmeang, mengan-
cam menuntut Kejakgung
bila langkah deponeering
diambil.

“Kita tentu akan gugat
Kejaksaan Agung karena
tak patuhi perintah hakim,”
kata Bonaran.

Ia mengklaim, keputusan
deponeering menunjukkan
sikap institusi yang berla-
wanan dengan perintah ha-
kim di pengadilan.

M syalaby ichsan/m ikhsan shid-
dieqy/indah wulandari
ed: stevy maradona

Penyuap Hakim Dihukum 4,5 Tahun

Indah Wulandari

JAKARTA — Majelis ha-
kim Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi (Tipikor) men-
jatuhkan vonis 4,5 tahun
terhadap pengacara yang
menyuap hakim Ibrahim,
Adner Sirait dan lima tahun
bagi pengusaha, Darianus
Lungguk (DL) Sitorus.

“Menyatakan terdakwa
satu dan dua terbukti bersa-
lah melakukan tindak pida-
na korupsi,” kata Ketua Ma-
jelis Hakim, Djupriadi,
membacakan vonis di Pe-
ngadilan Tipikor, Jakarta,
Senin (25/11), seperti diku-
tip Antara.

Majelis hakim memutus-
kan Adner dihukum 4,5 ta-

hun penjara serta harus
membayar denda Rp 150 ju-
ta subsider tiga bulan ku-
rungan. Sedangkan sang
klien, DL Sitorus diputus-
kan menjalani hukuman
lima tahun penjara dengan
denda Rp 150 juta subsider
tiga bulan.

Vonis ini lebih ringan di-
bandingkan tuntutan jaksa
penuntut umum, yakni ma-
sing-masing lima dan enam
tahun penjara. Keduanya
pun dianggap memenuhi
seluruh unsur dalam dakwa-
an primer.

Hakim Dudu Duswara
menjelaskan, perbuatan ke-
dua terdakwa terbukti dila-
kukan secara bersama-sa-
ma. Menurut Adner, telah

menemui hakim Ibrahim
dalam rangka mengurus
perkara Nomor 36 di Penga-
dilan Tinggi Tata Usaha Ne-
gara (PT TUN) dan terjadi
kesepakatan juga dengan
DL Sitorus. Bos PT Sabar
Ganda ini pun memberikan
cek Rp 300 juta pada notaris
Yoko Verra Mokoagow. Se-
telah dicairkan, uang dise-
rahkan ke Adner. Kemudian,
uang tersebut disetorkan
pada hakim Ibrahim pada
30 Maret 2009.

Para hakim menilai, hal
yang memberatkan, kedu-
anya telah mencederai per-
adilan. Ditambah pula, DL
Sitorus pernah dihukum.
Sedangkan hal yang me-
ringankan, keduanya bersi-

kap sopan dan masih mem-
punyai tanggungan keluar-
ga. “Perbuatan Adner tidak
berdiri sendiri, tapi dilaku-
kan bersama sesuai dakwa-
an kesatu,” imbuh Dudu.
Adner dan Sitorus ter-
bukti melanggar dakwaan
primer, yakni Pasal 6 ayat (1)
huruf a Undang-Undang
Pemberantasan  Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. Bukti-bukti perbu-
atan mereka diperkuat dari
rekaman sadapan KPK pada
29 Maret 2009 pukul 08.59
WIB. Pada rekaman berdu-
rasi 14 menit itu, Adner me-
nawarkan penyelesaian seng-
keta tanah pada DL Sitorus
dengan meminta uang.
Mendengar vonis tersebut,

Adner menyatakan masih
pikir-pikir dulu. Sementara
DL Sitorus langsung memin-
ta banding. “Saya menyata-
kan banding, pak hakim,”
katanya menegaskan.

Salah satu kuasa hukum
kedua terdakwa, Afrian Bon-
djol, merasa ada kejanggalan
terhadap fakta hukum dalam
pertimbangan vonis. Menurut
dia, dalam rekaman sadapan,
tidak terdengar DL Sitorus
menyuruh Adner menyuap
hakim Ibrahim.

“Rekaman juga kita ta-
nyakan keobjektivitasannya.
Majelis hakim memberikan
putusan tidak berdasarkan
bukti yang cukup. Kita akan
banding,” jelasnya.

M ed: muhammad subarkah
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Nunun Tetap
Mangkir

Indah Wulandari

JAKARTA — Pengusaha
yang disebut terkait dengan
kasus dugaan suap pemilih-
an deputi gubernur senior
Bank Indonesia, Nunun
Nurbaetie, kembali tidak
memenuhi panggilan Komi-
si Pemberantasan Korupsi
(KPK). Ia dikabarkan sakit.

Pada panggilan pertama
Jumat lalu (15/10), Nunun
juga tidak memenuhi pang-
gilan KPK dengan alasan
yang sama, yakni sakit. Peng-
acara Nunun, Ina Rachman,
mengatakan, ketidakhadiran
kliennya itu sudah disampai-
kan langsung ke KPK mela-
lui suaminya yang juga ang-
gota DPR, Adang Daradja-
tun. “Pada panggilan kedua
ini, Nunun tidak hadir kare-
na sakit. Sudah memberita-
hukan secara tertulis kepada
KPK,” kata Ina, di Jakarta,
Senin (25/10).

Pernyataan Ina ini juga
mengulangi apa yang diung-
kapkannya sepekan sebe-
lumnya (18/10). Menurut
dia, kondisi kesehatan
kliennya yang terserang pe-
nyakit amnesia terus mem-
buruk. Hingga kini, Nunun
masih menjalani pengobat-
an di Singapura. Namun,
saat itu Ina juga tetap tidak
menyebutkan di mana tem-
pat rawat jalan yang dilaku-
kan oleh mantan direktur
PT Wahana Esa Sembada
tersebut. Ia hanya meng-
isyaratkan bahwa peng-
obatan tidak dilakukan di
Rumah Sakit Mount Eliza-
beth seperti yang dikabar-
kan selama ini.

Saat dikonfirmasi, Juru
Bicara KPK, Johan Budi SP,
menyatakan,surat panggi-
lan bagi Nunun sudah di-
sampaikan ke KPK. Komisi
antikorupsi ini sudah men-
dapat konfirmasi dari yang
bersangkutan tentang resu-
me kesehatannya. Penyidik,
imbuh Johan, sedang meng-
analisis dan mempelajari

hasil kesehatan Nunun.
“Nanti ada tindak lanjutnya
seperti apa. Misalnya, apa
perlu second opinion atau
tidak,” jelas Johan.
Sebelumnya, KPK beren-
cana untuk mencari penda-
pat lain atau second opinion
dari dokter independen me-
ngenai penyakit pemilik PT
Wahana Esa Sejati. Johan ju-
ga pernah menyatakan pe-
meriksaan Nunun sebagai
saksi dalam kasus dugaan
suap cek pelawat sangat pen-
ting artinya, yakni untuk
menelusuri oknum pemberi
suap kepada Komisi IX DPR
periode 1999-2004 itu.

Pemeriksaan Miranda

Terkait kasus dugaan ka-
sus suap itu, mantan deputi
gubernur senior Bank Indo-
nesia Miranda Swaray Goel-
tom, kemarin diperiksa
KPK. Miranda menjadi sak-
si bagi para eks legislator
yang diduga menerima cek
pelawat saat dia terpilih
menduduki jabatan terse-
but. Ia datang sekitar pukul
10.00 WIB.

“Saya diperiksa sebagai
saksi cek pelawat,” katanya
sebelum diperiksa. Sebe-
lumnya, Miranda dipanggil
KPK pada Senin lalu (4/10).
Namun, ia mengaku berada
di luar negeri. Sedangkan
seusai pemeriksaan, Miran-
da tak bersedia mengung-
kapkan hasil pemeriksaan
ketika ditanya wartawan.

Selain Miranda, secara
bersamaan, KPK juga me-
manggil empat mantan ang-
gota Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
(FPDIP) periode 1999-2004.
Mereka antara lain Suwar-
no, Sutanto Pranoto, Matheos
Pormes, dan Ni Luh Maryani.
Pemanggilan para tersangka
kasus cek pelawat ini meru-
pakan yang kedua kalinya.
KPK juga memanggil kem-
bali Sekjen DPR RI Nining
Indra Saleh sebagai saksi ka-
Sus ini. M ed: muhammad subarkah

PT PLN (Persero)
ﬁ PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI
REGION JAWA TENGAH DAN DY

PENGUMUMAN PENGADAAN

NO : 011.PU/611/RJTD/2010

1.PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa
Bali Region Jawa Tengah dan DIY akan mengadakan pelelangan
dengan Pascakualifikasi, maka dengan ini kami mengundang
Pabrikan Trafo yang mempunyai Surat ljin Usaha yang masih
berlaku untuk Pabrikan Trafo Luar MNegeri harus mempunyai
workshop di Indonesia (Pulau Jawa) yang dibiayai dari dana (APLN)
tahun 2010 & 2011 untuk pekerjaan sebagai berikut :

MAMA PEKERJAAN KUALIFIKAS] = NILAI PERKIRAAN
ANGGARAN (Rp )
Perbaikan Trafo 150/20kV Besar Rp.29.391.192.000,-

8 Unit Trafo eks. RJTD

2. Pabrikan Trafo yang berminat mengikuti pengadaan tersebut diatas
agar mendaftarkan diri melalui Website e-Procurement PT PLM

(Persero) dengan alamat ; hitp:ifwww.eproc, pln.co.id

3. Detail syarat-syarat dan Jadwal Pengumuman dapat dilihat di papan
pengumuman PT PLN (Persero) P3E JB Region Jawa Tengah dan
DIY JI. Jend. Sudirman km.23 Ungaran, Komplek Gl Ungaran 50501
atau pada alamat Website tersebut diatas

Demikian untuk diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang

berkepentingan.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Ungaran, 26 Oktober 2010

Berka
neEndarme

Berkah

Y Nusantara

www.bmh.or.id

KURBAN

banyak manfaat

Kami antarkan kurban anda agar lebih bermakna.

* lokasi distribusi : kep. mentawai, pedalaman kalimantan,
papua, aceh, pelosok sulawesi, NTB, sumatera utara

tetapi menjadi perekat untuk membangun kekuatan jiwa.

MANDIRI

Rekening Kurban:
BCA OTISTA 553.0212.205
BSM 036.006.260.8
006.000.4955.658

CIMB NIAGA SYARIAH 520.01003.71.003
MUAMALAT 305.00237.15

BNI

000.8924.934

Kantor Pusat:
JI. H. Samali No. 79B Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Layanan Jemput Kurban:

021 - 797 5770

SMS Center:

081511337750

atas nama Baitul Maal Hidayatullah
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Evaluasi Bisa Berujung Surat
Perbaikan Saja

JAKARTA — Hasil evaluasi kabinet tidak selalu
berujung pada reshuffle. Jika ada menteri yang kiner-
janya belum memuaskan, Presiden bisa saja cukup
mengirimi surat kepada menteri bersangkutan agar
melakukan perbaikan.

Evaluasi kabinet jangan selalu dipahami sebagai
reshuffle. “Mungkin yang moderat adalah diberikan
surat, bukan peringatan, (tapi) untuk supaya ada per-
baikan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Informasi
Heru Lelono, Senin (25/10).

»> politika <<

Opsi itu merupakan salah satu dari tiga opsi yang
bisa diambil Presiden setelah menerima hasil evalu-
asi satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu Il. Opsi lain,
kata Heru, yang terbaik sebetulnya tidak perlu ada
reshuffle, karena hal itu berarti para menteri memiliki
kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden.

“Yang ketiga, kalau semuanya tidak bisa, mungkin
saja dilakukan reshuffle, tapi jangan kemudian
masyarakat harus memahami juga bahwa amanah
kabinet itu lima tahun,” kata Heru.

Menurut Heru, pemerintah itu diangkat untuk masa
lima tahun dan Presiden bisa melakukan evaluasi
kapan saja. “Tidak ada ritual tahunan begitu, tidak
ada. Presiden bisa melakukan evaluasi kapan saja,”
kata dia. m ikhsan shiddieqy/andri saubani

Kunjungan SBY ke Cina tak
Berkaitan dengan Wapres

JAKARTA — Juru Bicara Kepresidenan Julian A
Pasha mengatakan, kunjungan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ke Cina pada 25-26 Oktober
2010 tidak berkaitan dengan kunjungan Wapres
Boediono ke negera yang sama. Padahal, seperti
diketahui, Presiden berangkat ke Cina hanya tiga hari
setelah Wapres kembali dari Negeri Tirai Bambu
tersebut.

“Tidak ada hubungannya, kunjungan Presiden ke
Cina ini sudah diagendakan jauh hari sebelumnya,”

Halaman
Selasa » 26 Oktober 2010

kata Julian, Senin (25/10).

Dia mengatakan, tujuan utama Presiden sebe-
narnya adalah menghadiri Pertemuan ASEAN di
Vietnam pada 27-30 Oktober 2010. Setelah dari Cina,
Presiden SBY memang direncanakan langsung berto-
lak ke Vietnam.

“Presiden sendiri memenuhi undangan Presiden
Cina Hu Jintao,” kata Julian yang ketika dihubungi
berada di Cina.

Presiden akan menghadiri pertemuan bisnis
dengan 300 pengusaha Cina dan menandatangani
sejumlah nota kesepahaman. Kegiatan itu tidak jauh
berbeda dengan kegiatan Wapres di Cina pada 18-21
Oktober 2010.

B jkhsan shiddieqy, ed: joko sadewo

Andri Saubani,
Abdullah Sammy

Kunker delapan RUU
sudah habiskan Rp 13,6
miliar.

JAKARTA — Kritik dan protes
masyarakat terhadap perjalanan ke
luar negeri anggota DPR tampaknya
tidak digubris. Pasca anggota Badan
Kehormatan (BK) yang ‘jalan-jalan’
ke Yunani, giliran Panitia Khusus
Rancangan Undang-Undang Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) yang akan
menuju Inggris, Jerman, Jepang, dan
Korea Selatan. Komisi II DPR juga
berangkat ke Cina dan India.

“Kunjungan kerja tersebut (OJK—
Red) selama empat hari pada setiap
negara yang dikunjungi. Keberang-
katannya dalam waktu dekat,” kata
anggota Komisi X, Arif Budimanta
(Fraksi PDIP).

Kunjungan akan dibagi dalam
dua kelompok rombongan. Kelom-
pok pertama akan menyambangi
Inggris dan Jerman. Sedangkan, ke-
lompok lain menyambangi Jepang
dan Korea Selatan. Rencananya,
studi banding akan dilakukan pada
30 Oktober hingga 6 November.

Wakil Ketua DPR Anis Matta
(Fraksi PKS) membantah jika studi
banding ke mancanegara telah me-
langgar mekanisme dan peraturan.
“Tidak ada pelanggaran yang dila-
kukan. Itu adalah hak anggota dewan
dalam menghasilkan produk legis-
lasi,” kata Anis saat dihubungi Repu-
blika, Senin (25/10). Dia meminta pa-
da masyarakat agar tidak terlalu
emosional dalam memandang hal ini.

Anis malah membandingkan nilai
anggaran yang dihabiskan DPR de-
ngan Departemen Kesehatan dalam
kepentingan kunjungan ke luar ne-
geri. “Bayangkan saja DPR dalam
setahun hanya menghabiskan ang-
garan sebesar Rp 107 miliar. Semen-
tara Departemen Kesehatan meng-

Soeharto Dapat Gelar, Aktivis 98 Gugat ke MK

DPR Cueki
K ritik Publik {AMANAT

habiskan anggaran hingga Rp 150
miliar,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI dari Partai
Golkar, Priyo Budi Santoso, meminta
seluruh komisi yang hendak berang-
kat memberi paparan ke publik peri-
hal tujuan keberangkatan. “Saya
berharap seluruh anggota yang mau
berangkat mengindahkan catatan
pimpinan,” kata Priyo.

Aturan itu merupakan keharusan
yang tidak bisa ditawar. “Saya sudah
minta, harus dikabarkan,” tegasnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK)
DPR Gayus Lumbun mengatakan, BK
siap menerima aduan masyarakat
terkait studi banding anggota DPR ke
luar negeri. Aduan dapat disampaikan
jika ada pelanggaran etika dan aturan
dalam proses studi banding.

Menurutnya, laporan masyarakat
tetap akan diproses sekalipun yang
diadukan adalah anggota BK yang
kini sedang berstudi banding ke Yu-
nani. “Aduan tetap akan kami teri-
ma. Itu merupakan hak dari masya-
rakat dan kewajiban kami untuk
menerimanya,” kata Gayus.

Anggaran Rp 13,6 miliar

Wakil Ketua Badan Urusan Ru-
mah Tangga (BURT) DPR, Pius Lus-
trilanang, menjelaskan, berbagai
rangkaian kunjungan kerja anggota
DPR ke luar mnegeri terkait
pembahasan 2010 ini setidaknya
telah menghabiskan Rp 13,6 miliar.

Angka tersebut diperoleh dari
delapan RUU yang sedang dibahas
dikali Rp 1,7 miliar ‘jatah’ untuk tiap
pembahasan RUU. “Hingga 8
Oktober (2010), baru delapan RUU
yang pembahasannya memerlukan
kunjungan kerja ke luar negeri.”

Pius memerinci, untuk tahun 2010
ini, setidaknya dianggarkan Rp 107
miliar untuk kunjungan kerja ang-
gota DPR. Dari Rp 107 miliar itu, Rp
48 miliar dialokasikan khusus untuk
kunjungan kerja terkait pembahasan
suatu RUU. Ada 27 RUU yang diba-
has DPR pada 2010 ini yang memer-
lukan kunjungan kerja ke luar ne-
geri. m indira rezkisari, ed: joko sadewo

b

KEMANA ANGGARAN PENDIDIKAN:

TAHTA AIDILLA

Ketua umum PGRI Sulistiyo, anggota Fraksi PAN Asep Supriatna, Wakil Ketua Komisi Il DPR Hakam Nadja, dan anggota Komisi X DPR Nasrullah (dari
kiri ke kanan), berbicara dalam diskusi 'Kemana Larinya 20 Persen Anggaran untuk Pendidikan' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

PT Disepakati tak Melebihi Angka Lima Persen

Indira Rezkisari

JAKARTA—Perwakilan par-
tai politik di Badan Legislasi
(Baleg) DPR menyepakati angka
ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold (PT)
berkisar antara 2,5 hingga lima
persen. PT tidak akan melebihi
angka lima persen.

Wakil Ketua Badan Legislasi,
Ida Fauziah (Fraksi PKB), me-
ngatakan, ada sejumlah poin pen-
ting dalam pembahasan revisi
UU Pemilu yang belum menda-
patkan titik temu, di antaranya
siapa penyedia data pemilih.
“Apakah akan diserahkan ke pe-
merintah atau diberi ke KPU
atau cukup lewat pemutakhiran
data dari Kementerian Dalam
Negeri,” kata Ida, Senin (25/10).
Selain itu, lanjutnya, masih ada
isu ambang batas parlemen, cara

penghitungan kursi, dan jumlah
kursi dalam setiap daerah pe-
milihannya.

Dalam hal ambang batas par-
lemen, Ida mengatakan, angka-
nya telah disepakati berada da-
lam cakupan 2,5 sampai lima per-
sen. Tidak akan dibuat melebihi
lima persen seperti keinginan be-
berapa partai besar yang meng-
harapkan ambang batas parle-
men dinaikkan sampai 10 persen.

Baleg memberi batas waktu
hingga tahun depan kepada Ko-
misi IT untuk menyelesaikan
pembahasan undang-undang pe-
milu. Alasannya, dibutuhkan
waktu tiga tahun agar pelaksa-
naan tahapan pemilu bisa ber-
jalan sesuai isi perundangannya.

Dijelaskannya, dalam simu-
lasi pelaksanaan tahapan pemi-
lu, Baleg memutuskan tiga tahun
adalah waktu yang paling ideal

agar seluruh rangkaian pemilu
dapat berjalan baik. “Tapi, lihat,
ya, paling lambat dua setengah
tahun dari pemilulah,” jelasnya.

Secara keseluruhan, undang-
undang paket politik yang ter-
diri atas undang-undang partai
politik, pemilu, dan penyeleng-
gara pemilu diharapkan bisa di-
rampungkan pada masa per-
sidangan berikutnya. DPR akan
memasuki masa reses mulai 26
Oktober 2010 hingga 15 Novem-
ber 2010. “Ini supaya seluruh
tahapan pemilu bisa segera
dimulai pada November 2011,”
tambahnya.

Ida mengatakan lagi, Baleg
mendorong Komisi IT untuk se-
gera menyelesaikan pembahasan
revisi undang-undang pemilu. Ia
meyakini, partai memiliki ke-
mauan politik untuk menyele-
saikan pembahasannya tepat

Rosyid Nurul Hakim,
Abdullah Sammy

Pandangan Pimpinan Parpol Atas Gelar Pahlawan Soeharto

JAKARTA — Para aktivis
98 menolak rencana pembe-
rian gelar terhadap mantan
presiden Soeharto. Sebagai
bentuk penolakan, mereka
mengajukan uji materi Un-
dang Undang Nomor 20 Ta-
hun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Ke-
hormatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK).

Presiden tidak butuh
gelar pahlawan. Dia
itu justruyang
memberikan gelar.

Taufiq Kiemas
(Ketua Dewan
Pertimbangan Pusat PDIP)

Kriteria pahlawan
nasional kansudah
ada. Kami serahkan
kepadadewan gelar.

Taufik Kurniawan
(Sekjen DPP PAN)

Andri Saubani

JAKARTA — Target pe-
nyelesaian pembangunan
Rumah Jabatan Anggota
(RJA) DPR molor dari target
semula. Selain meminta per-
panjangan waktu penyele-

Pendaftaran uji materi ke
MK dilakukan pada Senin
(25/10). “Review (uji mate-
ri—Red) ini sebabnya ber-
kaitan rencana pemerintah
memberikan gelar pahlawan
kepada Soeharto,” kata Ku-
asa hukum pemohon, Gatot
Goei, seusai menyerahkan
berkas uji materi.

Mereka menolak pembe-
rian gelar pahlawan dengan
alasan Soeharto telah mela-

Demokrat tidak men-
dukung dan tidak me-
nolak. Kami serahkan
ke dewan gelar.

Jafar Hafsah #
(Ketua
Fraksi Demokrat DPR)

PKS mendorong agar
Soeharto mendapat
gelar pahlawan
nasional.

Anis Matta

(Sekjen PKS)

saiannya, kontraktor PT AK
juga meminta anggaran
tambahan kepada DPR.

“Kontraktor meminta
perpanjangan waktu hingga
dua bulan dan penambahan
anggaran 10 persen dari ni-
lai kontrak,” kata Wakil Ke-
tua Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT), Pius Lustri-
lanang, di Gedung DPR, Ja-
karta, Senin (25/10).

kukan pelanggaran Hak

Penyelesaian proyek 495

Asasi Manusia (HAM) berat
dan persoalan korupsi, ko-
lusi, dan nepotisme (KKN).
Ada tujuh kesalahan Soe-
harto yang menjadi dasar
para aktivis menolak pem-
berian gelar pahlawan itu.
Alasan itu adalah pem-
bantaian massal pada 1965,
sebagai efek dari gerakan 30
September; Petrus (pembu-
nuhan misterius) pada 1981
terhadap orang yang di-
anggap penjahat kambuhan,;
keterlibatan dalam kasus
Tanjung Priok; pemberlaku-
kan Pancasila sebagai asas

tunggal sehingga yang me-
nentang dianggap sebagai
garis keras; penculikan dan
pemenjaraan aktivis maha-
siswa; mengguritanya KKN;
serta operasi militer di Lam-
pung, Aceh, Papua, dan Ti-
mor Timur.

Adapun hal yang akan
diujikan ke MK, menurut
Gatot, adalah Pasal 1 ayat
(4) terkait dengan definisi
gelar Pahlawan Nasional,
Pasal 25 mengenai syarat-
syarat umum gelar Pahla-
wan, dan Pasal 26 tentang
syarat khusus. Sedangkan

gugatan kedua, yakni Pasal
16 Ayat (1) tentang keang-
gotaan dewan gelar.

Salah satu pemohon, Ray
Rangkuti, meminta kepada
MK untuk bisa mendahulu-
kan perkara yang diajukan-
nya itu. Sebab, usulan
pemberian pahlawan akan
segera disampaikan pada 10
Oktober mendatang.

Di tempat terpisah, Ketua
MPR Taufiq Kiemas menilai,
pemberian gelar kepahla-
wanan tidak diperuntukkan
untuk seseorang yang per-
nah menjabat sebagai presi-

den. Gelar kepahlawanan
ditentukan oleh hasil keri-
ngat peristiwa yang ditoreh-
kan seseorang bagi bangsa
dan negara. “Presiden tidak
butuh gelar pahlawan. Dia
itu justru yang memberikan
gelar. Mantan presiden yang
akan dikenang sebagai pe-
mimpin bangsa,” katanya.
Sekjen PAN, Taufik Kur-
niawan, menyerahkan per-
soalan gelar pahlawan un-
tuk Soeharto kepada dewan
gelar. “Kriteria seseorang
menjadi pahlawan nasional
kan sudah ada. Kami serah-

kan sepenuhnya kepada de-
wan gelar.”

PAN, kata dia, tidak mau
ikut berpolemik dalam ma-
salah ini. Ia justru meminta
kepada semua pihak memer-
cayakan sepenuhnya kepada
lembaga resmi yang menge-
tahui persis parameter pem-
berian gelar untuk pahla-
wan. “Kita tidak boleh ter-
jebak orang per orang, tetapi
lebih kepada bagaimana pa-
rameter seseorang (bisa dia-
nugerahi gelar pahlawan),”
ungkap wakil ketua DPR ini.

B ed: joko sadewo

unit RJA sebenarnya sudah
harus diselesaikan kontrak-
tor pada 9 September 2010.
Penempatan RJA tersebut
oleh anggota DPR rencana-
nya dilaksanakan pada Ja-
nuari 2011. Atas permintaan
kontraktor itu, BURT me-
mutuskan untuk menyerah-
kan pengambilan keputusan
kepada Sekretariat Jenderal
(Setjen) DPR selaku kuasa
pengguna anggaran.

Jika dihitung dari jumlah
anggaran yang mencapai Rp
455 miliar, berarti PT AK
meminta tambahan anggar-

waktu. Jangan sampai, sam-
bungnya, tahapan pemilu tidak
berjalan baik akibat kurangnya
konsolidasi. “Harus ada titik
temu, bagaimanapun caranya,”
katanya.

Pembahasan mengenai am-
bang batas parlemen memang
berjalan cukup sulit di Komisi
I1. Partai besar, seperti Golkar,
PDIP, dan Demokrat, kukuh me-
nginginkan kenaikan ambang
batas parlemen hingga lima per-
sen. Sementara itu, partai mene-
ngah memilih aplikasi ambang
batas 2,5 persen, tetapi merata
dari tingkat nasional sampai
tingkat kabupaten dan kota. Pa-
dahal, sejumlah lembaga survei
telah memprediksi kenaikan
ambang batas akan membunuh
eksistensi partai kecil bahkan
menengah di parlemen.

B ed: joko sadewo

RJA Molor,
Kontraktor Minta
Tambah Anggaran

an sebesar Rp 45 miliar un-
tuk merampungkan proyek.
Menurut Pius, BURT DPR
tidak memberikan tenggat
kepada Setjen DPR untuk
mengambil keputusan.

BURT juga meminta Ba-
dan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
melakukan audit terhadap
pelaksanaan proyek RJA.
“Hasil pemeriksaan BPKP
itu mungkin bisa dijadikan
dasar bagi Setjen DPR un-
tuk mengambil keputusan.”

Di wawancarai terpisah,
Ketua DPR Marzuki Alie
menyatakan, menunggu ha-
sil pemeriksaan BPKP. Jika
nantinya hasil pemeriksaan
BPKP menunjukkan indi-
kasi tindak pidana korupsi,
Marzuki menegaskan, akan
meneruskan laporan BPKP
ke KPK. “Kita tunggu saja,
kalau ada korupsinya biar
KPK usut,” kata Marzuki .

Beberapa bulan lalu, Fo-
rum Indonesia untuk Trans-
paransi Anggaran (Fitra)
melaporkan dugaan korupsi
renovasi dan pembangunan
RJA DPR ke KPK. Fitra me-
laporkan dugaan pengge-
lembungan (mark up) pro-
yek yang berpotensi merugi-
kan negara hingga Rp 139,89
miliar. ® ed: joko sadewo
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Tantangan Polri

Dr Ahmad Sumargono
Dirktur Eksekutif, Pusat Kajian
Strategi Politik
dan Pemerintahan

engangkatan Ko-
misaris Jendral
Polisi Timur Pra-
dopo  sebagai
orang nomor satu
di jajaran Kepo-
lisian Republik Indonesia
memberikan harapan baru ter-
wujudnya reformasi birokrasi
di lingkungan internal Polri,
baik sistem maupun perilaku
elite pejabat, khususnya di li-
kungan petinggi Polri.

Selama kepemimpinan Ka-
polri Jenderal Bambang Hen-
darso Danuri (BHD), negara
telah mengalami krisis keper-
cayaan dan kewibawaan, ter-
utama dalam masalah pene-
gakan hukum yang terkait de-
ngan kasus-kasus yang mener-
pa anggota Polri dalam rangka
pemberantasan korupsi dan
mafia hukum. Kasus Gayus
Tambunan terkait dengan ma-
kelar pajak ternyata telah me-
libatkan oknum-oknum ang-
gota Polri dalam kasus suap,
serta rekening gendut perwira
Polri, yang sampai saat ini
kasusnya masih belum tuntas.

Ada beberapa penyebab, an-
tara lain, pertama, keterpuruk-
an Polri pasca TAP MPR RI No
VI /MPR/2000 tentang Pemi-
sahan TNI dan Kepolisian Ne-
gara RI. Ternyata telah terjadi
euforia kekuasaan di kalangan
elite kepolisian secara sistim,
organisasi, atau kelembagaan
Polri, yang telah terpisah dari
TNI dan berdiri sendiri, serta
langsung di bawah Presiden.
Sehingga, Polri memiliki ke-
kuasaan yang luar biasa dalam
menangani keamanan dan ke-
tertiban nasional.

Kekuasaan yang mengan-
dung kewenangan telah meng-
undang kesempatan, khusus-
nya dalam hal menegakkan hu-
kum dan keadilan, serta kebe-
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Semangat Berkurban Rakyat Kecil

naran sehingga Polri menjadi
bulan-bulanan para kelompok
pelanggar hukum, seperti
konglemerat hitam, manipulasi
pajak, penjahat ekonomi, dan
perbankan, seperti kasus bank
Century yang masih belum
tuntas sampai saat ini.

Dalam posisi seperti ini, po-
lisi akan sangat rapuh apabila
aparatur dan personelnya tidak
ditunjang oleh profesionalisme,
integritas, dan kesadaran hu-
kum dalam menegakkan ke-
adilan dan kebenaran melalui
moralitas dan perilaku jujur,
adil, serta berani menolak
ajakan yang melawan hokum,
seperti suap dan korupsi.

menciptakan ketertiban ma-
syarakat. Polisi bukan alat
kekuasaan, karena kekuasaan
adalah ranah politik dan Polisi
harus netral dalam mengha-
dapi pertentangan atau konflik
politik di kalangan elite politik
dan kekuasaan. Polisi hanya
harus berpihak kepada kebe-
naran dan keadilan dalam
rangka mengabdi pada rakyat,
bangsa dan negara.

Dalam peristiwa 20 Oktober
yang lalu, demonstrasi besar-
besaran di sejumlah kota besar
dan di depan istana negara.
Faktanya adalah terdapat kon-
flik politik antara rakyat yang
di wakili para mahasiswa dan

Polisi bukan alat kekuasaan, karena
kekuasaan adalah ranah politik dan Polisi
harus netral dalam menghadapi perten-
tangan atau konflik politik di kalangan
elite politik dan kekuasaan.

Kedua, dalam Tap MPR No
VII Pasal 10 ayat 2, dinyatakan
bahwa Polri bersikap netral
dalam kehidupan politik. Na-
mun, pada kenyataannya, Polri
telah terjebak dan tidak mam-
pu membendung masuknya
unsur politik dalam ranah po-
litik praktis. Masalahnya, po-
sisi Polri yang langsung diba-
wah Presiden, bahkan Kapolri
diangkat oleh Presiden sehing-
ga posisi Kapolri sebagai pem-
bantu presidan yang tidak be-
danya dengan para menteri
pembantu presiden lainnya.
Presiden sebagai kepala negara
yang juga sebagai pimpinan
politik atau kepanjangan ta-
ngan partai politik, sepatutnya
tidak akan luput dari kepen-
tingan politik yang dianutnya.
Di sinilah posisi Polri yang di-
kepalai oleh Kapolri, yang ha-
rus netral dan independen yang
fungsinya sebagai polisi negara
dalam mengamankan dan

kepemimpinan Presiden yang
dianggap tidak aspiratif. Se-
hingga, posisi Polri sebagai
pengaman negara dan menjaga
ketertiban masyarakat, tidak
boleh melihat persoalan ini
dalam ranah politik. Dia harus
netral. Apalagi Polisi, sebagai
prajurit bayangkara di front
terdepan dalam menghadapi
rakyat, dalam hal ini mahasis-
wa yang sedang memperjuang-
kan aspirasi rakyat, seperti
juga aspirasinya para prajurit
bayangkara.

Dalam kasus Bank Century,
ada konflik politik antara DPR
dan pemeritah dalam meman-
dang kasus Century yang sam-
pai saat ini masih belum tun-
tas. Polri sebagai penegak hu-
kum, seharusnya dia bersifat
netral, tidak boleh berpihak,
baik kepada penguasa maupun
kepada DPR, tetapi dia harus
berpihak kepada kebenaran
dan kejujuran berdasarkan da-

Oleh Zaim Uchrowi

ta dan alat bukti yang ada. Na-
mun, dengan terlunta-luntanya
dan belum terselesaikannya
kasus ini, ada kesan bahwa
Polri lebih cenderung berpihak
pada pemerintah atau pengua-
sa. Karena kasus Century telah
melibatkan mantan menteri
keuangan Sri Mulyani dan
mantan gubernur BI Budiono
yang sekarang menjadi wapres.
Di mana kekuatan politik yang
menopang kasus ini adalah
Partai Demokrat, atau partai
pihak yang berkuasa.

Ketiga, dalam mengaman-
kan negara ini dari gerakan
antiterorisme, ada kesan bah-
wa Densus 88 dalam aksinya
telah mengabaikan aspek hu-
kum dan melakukan pelang-
garan HAM dengan cara keke-
rasan. Banyak kasus eksekusi
mati yang tanpa dasar hukum
melalui persidangan, namun
tembak di tempat dengan dalih
melawan aparat pada kasus-
kasus salah tangkap dan salah
tembak yang sampai saat ini
masih sering terjadi. Di kalang-
an umat Islam, saat ini sangat
risau karena ada kesan stig-
matisasi bahwa umat Islam
adalah teroris karena dugaan
pelakunya adalah kelompok
Islam garis keras. Di kalangan
umat Islam masih terkesan
merekaya intelegen pada masa
Orde Baru dengan Kokamtib-
nya, Sudomo, dengan lebel Ko-
mando Jihad sehingga reaksi
umat Islam kala itu memprotes
penggunaan istilah jihad yang
menurut pandangan Islam kata
“jihad” adalah sesuatu yang
tidak tepat dikaitkan dengan
teror sehingga tidak lagi meng-
gunakan Komando Jihad, dan
disepakti sebagai gerakan pe-
ngacau keamanan (GPK), na-
mun stigma ini kembali lagi.

Akhirnya, kita sangat ber-
harap dengan kepemimpinan
yang baru dari Komjen Polisi
Timur Pradopo dapat mengem-
balikan kepercayaan publik
dan menjadi polisi yang dicin-
tai rakyat. Tidak sebaliknya,
polisi yang menyeramkan dan
arogan. Selamat bertugas. m

dan Kunjungan ke Yunani
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Tanggap Bencana

Posisi geografis negara menyebabkan kita harus bersahabat dengan
bencana. Gempa bumi, banjir, longsor, atau bencana gunung berapi.

Sudah sejak ratusan tahun lalu, bencana membayangi negara kita.
Kini, ditambah dengan tangan-tangan tak bertanggung jawab yang
merusak alam hingga mempermudah terjadinya bencana.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Gunung Merapi terus meradang.
Kesiapan menghadapi letusan Merapi terlihat sudah cukup matang.
Mulai dari pemantauan aktivitas Merapi sebagai bentuk peringatan dini
sampai persiapan tempat pengungsian serta jalur evakuasi.

Tenaga-tenaga sukarelawan, termasuk militer, semua siaga. Kita tentu
saja tak berharap Merapi bakal meletus hebat. Namun, kalaupun letusan
itu terjadi, persiapan tadi sebagai bentuk tanggap bencana dan bisa
diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa ataupun harta benda.

Tanggap bencana layaknya juga mencakup koordinasi pemerintah
pusat dan daerah. Sudah saatnya pusat dan daerah berkoordinasi
terkait kemungkinan meletusnya Merapi.

Jika langkah antisipasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan sudah
dilakukan, berikutnya yang perlu disiapkan adalah penyelamatan pada
saat terjadi bencana. Ini tak hanya bicara upaya pencarian korban,
kesiapan rumah sakit, atau penampungan lain untuk merawat korban.
Ini juga terkait kesiapan distribusi logistik, baik berupa obat-obatan
maupun bahan pangan. Jangan sampai distribusi logistik tersendat
sehingga menyulitkan para korban di daerah terkena bencana.

Persiapan lain yang tak kalah penting adalah rehabilitasi dan
rekonstruksi setelah bencana. Ini jelas bukan sekadar bicara dana
untuk merehabilitasi, tapi juga mencakup program-program terkait
rehabilitasi dan rekonstruksi. Ingat, yang perlu direhabilitasi dan
direkonstruksi bukan cuma bangunan, jalan, infrastruktur, atau rumah
yang rusak, tapi juga kehidupan di daerah bersangkutan, baik itu
kehidupan sosial maupun perekonomian. Terkait ini, hanya koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerahlah yang mampu mengatasi soal
dana. Hindari saling lempar tanggung jawab mengenai dana.

Meningkatnya aktivitas Merapi kali ini jelas menyajikan pelajaran
berharga kepada kita semua tentang betapa pentingnya early warning
system (sistem peringatan dini). Alat pemantau itu terus memperlihat-
kan peningkatan aktivitas Merapi yang untuk selanjutnya badan pe-
mantau memberikan peringatan melalui status, mulai dari waspada,
siaga, sampai awas.

Berdasarkan status itulah, persiapan dan antisipasi dilakukan. Ben-
cana memang bisa terjadi kapan saja. Namun, kehadiran sistem peri-
ngatan dini dengan bantuan teknologi akan sangat membantu memi-
nimalkan korban. Teknologi boleh jadi membutuhkan biaya (investasi)
yang mungkin saja cukup mahal. Tapi, mengingat posisi geografis dan
geologis negara kita yang seakan tak lepas dari bencana alam, ada baik-
nya investasi teknologi peringatan dini bencana ditingkatkan dan
secepatnya direalisasikan.

Saatnya kita sadar, dengan menginvestasikan dana untuk pencegah-
an, pembelian teknologi modern sebagai sistem peringatan dini pada
akhirnya bakal menekan dana yang harus dikeluarkan bila bencana
terjadi. Negara kita sudah berkali-kali dihantam bencana: gempa,
tsunami, sampai tanah longsor. Pelajaran penting yang semestinya bisa
dipetik dari semua itu adalah tanggap bencana, bukan tanggap darurat
setelah bencana terjadi. m
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DEPOK
Banyak tempat Maksiat

Sebagai warga Depok saya prihatin dengan kondisi jalan di Kota Kembang
Depok di beberapa titik yang dijadikan tempat maksiat.

Kegiatan ini berlangsung hampir setiap malam, terutama malam minggu.
Beberapa tempat tersebut adalah jembatan di samping kantor pemasaran, jalur
lambat depan Dinas Pemadam Kebakaran, dan sepanjang jalan lahan kosong
yang belum berpenghuni.

Sepanjang pengamatan saya, kondisi ini ‘nyaman’ untuk tempat berbuat mak-
siat bagi para muda-mudi. Hal ini juga ditunjang oleh lampu jalan yang remang-
remang, bahkan gelap di beberapa titik, terutama jalur lambat dan jarang, atau

aat publik Indonesia merasa jijik
membaca berita tentang kun-
jungan anggota Dewan
Kehormatan DPR untuk belajar
etika ke Yunani, sebuah negara yang
hampir gagal dengan tingkat korupsi dan
praktik upeti yang marak, cerita di bawah
ini barangkali dapat sedikit menyentuh
nurani kita tentang bagaimana tingginya
semangat berkurban rakyat kecil.

Cerita ini saya peroleh dari seorang so-
pir taksi Primkopad (Primer Koperasi Ang-
katan Darat) bernama Daliman (46) yang
mengantarkan saya ke Bandara Adisutjip-
to, Jogjakarta, pada 23 Oktober 2010. Ini
untuk kedua kalinya saya bersamanya.
Sekitar 30 menit dalam perjalanan, Bung
Daliman terus saja bercerita, sesekali sa-
ya sela dengan pertanyaan. Bagi saya info
yang disampaikan dengan cara yang san-
gat lugu itu sungguh mengharukan, tera-
mat dalam pesan moral yang disimpan-
nya.

Adalah Desa Pentung, Seloharjo,
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul,
Jogjakarta, desa asal Daliman. Sebagian
besar penduduknya terdiri atas buruh
tani dengan tingkat pendapatan yang
serbaminim. Istri Bung Daliman adalah
salah seorang dari penduduk dalam kate-
gori itu, sosok pekerja keras, sedangkan
Daliman sendiri, mantan penarik becak

selama delapan tahun, sekarang naik
pangkat sebagai sopir taksi.

Penghasilannya berkisar Rp
1.000.000 s/d Rp. 1.500.000 per bulan
yang diterimanya dengan penuh kepasra-
han. Itu jika ia selalu sehat sepanjang
bulan. Coba bayangkan, seorang
Daliman harus menyopir selama 10
tahun untuk menandingi besarnya uang
saku anggota DPR yang sedang perlisir
ke Yunani, hanya dalam beberapa hari.

Tetapi, Anda jangan memandang
enteng rakyat Desa Pentung ini. Laki-laki
dan perempuan punya adat menabung
melalui arisan dalam menghadapi Idul
Qurban. Saat Daliman mengatakan
bahwa kaum perempuannya menabung
hanya sebesar Rp 2000 per bulan, batin
saya menjerit, sedangkan kaum bapak
sebesar Rp 15.000, demi menyongsong
Idul Qurban. Melalui undian dalam ben-
tuk arisan, maka muncullah pemenang
untuk dibelikan sapi dan kambing.

Adat ini bergulir setiap tahun. Untuk
Idul Qurban 1431 H yang jatuh pada 17
November tahun ini sudah tersedia
seekor sapi seharga Rp 9.000.000,
kambing menyusul, biasanya bergerak
antara delapan sampai 12 ekor. Saya
kehabisan kosakata untuk mengomentari
jumlah sebesar ini di desa miskin itu.

Di desa saya Sumpur Kudus (Sumatra

Barat), kerelaan berkurban ini barulah
gejala abad ke-21, sebelumnya tak ter-
dengar, padahal penduduknya sebagian
besar masih punya sawah, sebagian
bahkan punya kebun karet, coklat, kopi,
dan lain-lain.

Menimbang fenomena kerelaan
berkurban rakyat kecil ini, terasa bahwa
tingkat keimanan saya berada di bawah
mereka. Dalam kemiskinan mereka
melaksanakan kurban dengan cara
bergantian, entah berapa lama sese-
orang harus menanti giliran. Allah
Mahatahu apa yang bergolak di hati
rakyat kecil itu, saya merasa malu.

Pengetahuan agama mereka tentu
tidak jauh, tidak sampai belajar ke
Chicago atau ke Kairo, tetapi dalam hal
berkurban, saya bertekuk lutut. Saya
tidak bertanya tentang siapa yang berin-
isiatif pertama kali merancang praktik
keagamaan yang teramat mulia ini.

Desa lain yang jumlahnya ribuan di
seluruh nusantara mungkin dapat men-
contoh sikap keberagamaan umat Islam
Desa Pentung ini. Dan siapa tahu pula,
uang saku anggota DPR Muslim yang
sedang melakukan “studi banding” ke
Yunani sebagian akan disalurkan ke
desa-desa miskin dalam suasana ‘Idul
Qurban 1431 H yang sebentar lagi kita
rayakan. |

mungkin karena tidak adanya operasi rutin oleh keamanan perumahan maupun
Satpol PP Kota Depok.

Saya berharap Pengembang Kota Kembang serta Pemerintah Kota Depok ber-
usaha untuk melakukan operasi rutin dan menambah penerangan jalan di beber-
apa titik, yang dijadikan tempat ajang maksiat secara terang-terangan oleh para
muda-mudi sehingga kegiatan maksiat itu bisa diminimalkan, bahkan dihi-
langkan. Terima kasih.

Haryanto
Perum Kopwani Village G 7
(Depan SMPN 6) Kalimulya, Cilodong, Depok

TVSWASTA
Tayangan Syariah

Mengamati beberapa sajian berita MetroTV, berikut beberapa ulasan dan
liputannya. Misalnya, dalam program Metro Realitas yang membahas perda
berbasis syariah Islam. Saya sebagai seorang Muslim merasa sangat kecewa
dan menyesalkan substansi dan misi program tersebut.

Alasannya adalah ulasan tersebut sangat tidak objektif dan cenderung tenden-
sius dan provokatif. Dalam menyoal perda berbasis syariah (yang mewajibkan
Muslimah mengenakan kerudung dan mewajibkan anak sekolah untuk bisa baca
tulis Alquran), misalnya, pihak redaksi MetroTV menuduh para kepala daerah
yang menerapkan perda tersebut hanya memanfaatkan syariah untuk kepenting-
an politiknya saja dan memboroskan anggaran.

MetroTV juga menghujat—meski tidak langsung—perda tersebut dengan dalih
bertentangan dengan pluralitas serta mengancam kebebasan berekspresi masyara-
kat. Dan, masih ada sederet dalih lainnya. Hujatan itu terlontar melalui paparan para
narasumber yang ditampilkan, yang semuanya moderat, liberal, dan kontra syariah
Islam. Tak ada satu pun pendapat ulama atau tokoh setempat yang ditampilkan.

Imroatus Sholihah
Jalan Monjali Gg Intan 46A
Sleman, DIY
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Hujan Padamkan
Titik Api di Riau

JAKARTA —- Deputi bidang Pengendalian Kerusak

an Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian

Lingkungan Hidup (KLH), Arief Yuwono, mengatakan,

kabut asap di Provinsi Riau sudah tertangani. Sebe

lumnya, asap ini dikeluhkan Singapura dan Malaysia.
“Itu berkat pemadaman yang dilakukan, juga kare-

na hujan deras. Sekarang sudah terang,” katanya,
Senin.(25/10).
Arief Yuwono bersama tim dari KLH turun ke

REPUBLIKA

>>soslalita <<

Bengkalis untuk melihat titik api yang menimbulkan

kabut asap. Selain akibat hujan deras, Arief menga
takan pemadakan dilakukan tim reaksi cepat, peme-
rintah daerah setempat, dan masyarakat.

Kabut asap paling parah terjadi pada 19-20 Okto-
ber, dan “diekspor”. Akibatnya, Singapura menyata
kan tingkat polusi di negara tersebut memburuk, me-
nembus angka 80 pada Rabu (20/10) atau tingkat
polusi asap terburuk sejak 2006. Sedangkan, Malay-
sia mengeluarkan instruksi menutup sementara
sekolah jika kabut asap masuk tahap berbahaya.

Menurut data KLH, selama Januari hingga Okte
ber 2010, total 1.606 hotspot di Riau. Pada Oktober
saja, ada 517 hotspot. W antara ed: harun husein

Pendataan Jamkesmas
Harus Diperbaliki

JAKARTA —- Menteri Kesehatan Endang Rahayu
Sedyaningsih melakukan inspeksi mendadak (sidak)
ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Senin
(25/10). Sidak untuk melihat kondisi pelayanan
jamkesmas di rumah sakit pusat itu.

Menkes mengunjungi ruang UGD, Unit Pelayanan
Pasien Jaminan (UPPJ), ICU, poliklinik THT, dan
berbincang dengan pasien dan petugas kesehatan,
Menkes menyebut program jamkesmas belum men-
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capai hasil seperti yang diharapkan.

“Saya lihat banyak pasien masih tidak tahu siapa
yang menjamin kesehatannya, apakah dari jamkes
mas atau jamkesda. Kita harus memperbaiki sistem
pendataan jamkesmas ini, agar programnya persis
untuk orang yang seharusnya menerima,” kata
Menkes.

Menkes juga mengatakan perlu ada perbaikan sis-
tem rujukan dari RS daerah ke RSCM karena padat-
nya pasien di RS itu. “Ini rumah sakit rujukan utama
di Indonesia, pasiennya bukan hanya dari Jakarta.
Lebih dari 50 persen pasien berasal dari luar Jakarta.
RSCM ini menerima pasien yang sudah tidak dapat
ditangani RS daerah.” m antara ed: harun husein

Tiga Ribu Rumah
Parmanen akan
Dibangun di Wasior

ANGGARAN KEMENSOS

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mendengarkan pertanyaan anggota DPR saat Rapat Kerja Anggaran di Komisi VIII DPR, Jakarta, Senin (25/10). Anggota DPR antara lain meminta

Kemensos segera memberikan bantuan terkait bencana Merapi.

TAHTA AIDILLA

Internet Sehat Kian Mendesak

Prima Restri

Pengguna internet
Indonesia sudah
45 juta orang.

JAKARTA — Gerakan Na -

sional Internet Sehat dan Aman
(Gema Insan) dideklarasikan di
Jakarta, Senin (25/10). Lewat
Gema Instan, sosialisasi inter-
net sehat dan aman diharapkan
lebih gencar.

Deklarasi dilakukan bersa -

maan dengan Rapat Koordinasi
Nasional Kominfo 2010, meli-

batkan Kementerian Komu ni-
kasi daninformatika, Kemen -
terian Pemberdayaan Perem -

puan dan Perlindungan Anak ,

Kementerian Pendidikan Nasi -

onal, dan Kementerian Agama.

Komitmen Gema Insandi de-
klarasikan bersama perwa kil -
an dari Majelis Ulama Indo  ne-

sia, Persekutuan Gereja Gereja

di Indonesia, Wali Umat Budha
Indonesia, Parisadha Hindu
Dharma, Dewan GerejadiIn -
donesia, Muslimat NU, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia,
Korps Wanita Indonesia, Ya -
yasan Kita dan Buah Hati,
KNPI, PGRI, BEM, OSIS, dan
lain-lain.

Dua bintang muda, dinobat -
kan menjadi juru kampanye
alias Duta Internet Sehat dan
Aman, yaitu Oki Setiana Dewi,
bintang sinetron “Ketika Cinta
Bertasbih”, dan Igor, vokalis
band Saykoji.

Menteri Komunikasidan In -
formatika (Menkominfo), Tifa -
tul Sembiring, mengatakan ber -
dasarkan data statistik, jumlah
pengguna internet telah men-
capai 1,9 miliar orang. Angka
itu 28 persen dari seluruh pen-
duduk dunia.

Di Indonesia, penggunain -
ternet —baik sambungan tetap
maupun mobile— sudah men -
capai 45 juta orang. Sebanyak
64 persen di antaranya berusia

15-19 tahun, atau kini disebut
dengan istilah “Netizen”. Lahir
setelah tahun 1990-an, mereka
akrab dengan pemanfaatan tek -
nologi informasi dan komuni
kasi (TIK), termasuk internet.

“Semakin meluasnya pe -
manfaatan TIK di berbagai sek
tor kehidupan masyarakat telah
menyebabkan terbuka peluang
bagi penyalahgunaan TIK, yang
lebih dikenal dengan istilah ke
jahatan di dunia maya ataucy -
bercrime,” kata Tifatul.

Menurut dia, maraknya ke
jahatan di dunia maya seperti
penyebaran virus, berita bo
hong, kekerasan online, peni
puan, pencurian data, penculik
an, maupun penyebaran fo
to/video pribadi menjadi bukti
nyata bahwa pengguna inter-
net harus memiliki pengeta
huan yang cukup tentang ba
haya dan antisipasinya agar ti
dak menjadi korban kejahatan
di dunia maya.

Pada kesempatan itu, Tifatul
mengatakan saat ini sudah 90

persen situs porno berhasil di
blokir. Pemblokiran dilakukan
sejak awal Ramadhan lalu.

Ada 180 internet service pr o
vider (ISP) di Indonesia. Enam
ISP besar di antaranya, telah
melakukan blocking situs por -
no. Enam ISP besar ini mengua
sai 92 persen pangsa pasar bis
nis ISP.

Tifatul mengimbau ISP terus
melakukan pemblokiran situs
porno. Jika melanggar aturan,
dia mengatakan Kemkominfo
tidak akan ragu mencabut li -
sensi ISP.

Menteri Pemberdayaan Pe -
rempuan dan Perlindungan
Anak, Linda Amalia Sari Gu -
melar, mengingatkan dampak
negatif situs porno terhadap
anak-anak. Kecanduan por no-
grafi, kata dia, memberi dam -
pak negatif pada anak dalam
masa perkembangan. Antara
lain, membaut anak meng alami
penurunan daya ingat, tidak be -
rani mengambil keputusan, ren -
dah diri, dan kemampuan ber -

bahasanya rendah.

Karena itu, Linda berharap
aparat penegak hukum meng -
awasi warnet-warnet di mana -
anak biasa mengakses situs por -
no. “Tapi, orangtua juga ha rus
lebih waspada dalam mendam -
pingi anaknya saat mem buka
internet di rumah,” kata  nya.

Sekretaris Jenderal Kemen -
terian Agama, Bahrul Hayat,
mengatakan penggunaan inter-
net perlu diimbangi dengan
pendalaman nilai agama.
“Peng gunaan internet yang ti
dak menghayati nilai agama
bisa saja mendorong pengguna
memanfaatkan internet secara
tidak wajar,” kata dia.

Staf Ahli Kementerian Pen -
didikan Nasional Bidang Ker  ja-
sama Hubungan Interna sional,
Herwindo menambahkan, dari
60 juta pelajar Indonesia baru
20 persen yang mencicipi inter-
net. “Meski demikian, 20 per sen
inilah yang harus di awasi,”
katanya. M antaraed: harun husein

Ikhsan Shiddieqy

JAKARTA — Menteri Koordinator Kese -
jahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung
Laksono, mengatakan pemerintah sedang
mencari lokasi untuk pembangunan rumah
permanen bagi pengungsi bencana banjir
bandang Wasior. Pemerintah akan memba -
ngun sekitar 3.000 rumah di atasnya, plus
infrastruktur.

Untuk membangun rumah permanen,
Agung mengatakan anggarannya masih
dihitung. “Mungkin sekitar Rp 300-400
miliar,” kata Agung di Bandara Halim -
perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10).
Biayanya dari APBN 2011.

Prosesnya pembangunan rumah perma-
nen itu, kata Agung, berbarengan dengan
penyelesaian hunian sementara selama masa
tanggap darurat yang berakhir 31 Oktober.
“Ditargetkan 1 November (hunian semen-
tara) bisa digunakan. Jadi, tidak ada lagi
tenda-tenda,” kata Agung Senin (25/10).

Mestinya, kata Agung, begitu masatang -
gap darurat selesai, master plan dan ang -
garan tersedia, sehingga pembangunan bisa
langsung dilakukan, termasuk infrastruk-
tur. Pembangunan ditargetkan rampungda -
lam enam bulan. “Karena secara teknis ti -
dak memerlukan teknologi tinggi,” katanya.

Kemarin, Wakil Presiden Boediono me -
manggil sejumlah menteri dan pejabat se -
tingkat menteri untuk membahas rencana
pembangunan kembali lokasi bencana ban -
jir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk
Wondama, Papua Barat, di Kantor Sekre -
tariat Wakil Presiden. Menteri yang datang
di antaranya Menko Kesra, Menko Polkum -
kam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan
Fauzi, dan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Peng -
awasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4) Kuntoro Mangkusubroto juga hadir.

Di akhir rapat, Kuntoro mengatakan, rapat
membahas pro dan kontra pembangunan
kembali Wasior di lokasi yang sekarang ini.

“Dilihat kemiringan perbukitan di pung-
gung Wasior itu tinggi sekali. Tajam sekali.
Jadi, kita perlu mendalami positif-negatif -
nya. Itu salah satu yang dibahas,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kir -
manto, mengatakan hunian sementara su -
dah 50 persen selesai. Bentuknya sepertiru -
mah panggung, dengan 12 kamar ukuran
5x4 meter. Masing-masing rumah panggung
untuk 12 keluarga.

Sementara itu, kerugian akibat banjir
bandang Wasior ditaksir Rp 277 miliar. “Ini
perkiraan sementara sampai 20 Oktober,
berdasarkan data Bappenas,” kata juru
bicara presiden, Yopie Hidayat. Bappenas,
kata Yopie, sedang menyusun grand design
pembangunan kembali Wasior. B ed: harun husein
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